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ABSTRAK
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Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa setiap pekerja/buruh dan
keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan dapat diberikan melalui program BPJS Ketenagakerjaan
yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian yang mekanismenya melalui
pendaftaran. Pada kenyataannya, pegawai kontrak RSUD dr. Fauziah tidak mendapatkan perlindungan hak melalui program BPJS
Ketenagakerjaan.
Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan terhadap pegawai kontrak,
faktor-faktor penghambat, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pegawai kontrak untuk mendapatkan jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan.
Cara memperoleh data yang dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian
kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Sedangkan penelitian kepustakaan
dilakukan dengan menganalisis bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan sumber lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan terhadap pegawai kontrak pada RSUD dr.
Fauziah tidak dilaksanakan sama sekali sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Adapun faktor yang menyebabkan
tidak dilaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan yaitu tidak adanya anggaran dana dari rumah sakit untuk membayar iuran BPJS
Ketenagakerjaan, tidak adanya isi perjanjian kontrak tertulis yang menyangkut BPJS Ketenagakerjaan antara pihak RSUD dr.
Fauziah dengan pegawai kontrak, tidak adanya perjanjian kerjasama antara pihak RSUD dr. Fauziah dengan BPJS Ketenagakerjaan
dan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Tenaga Kerja, Upaya hukum yang telah ditempuh yaitu melalui musyawarah untuk
mufakat (bipartit) antara pegawai kontrak dengan pihak RSUD, dan dapat melalui lembaga kerjasama tripartit dan pengadilan
hubungan industrial.
Disarankan kepada RSUD dr. Fauziah agar mengikutsertakan seluruh pegawai kontraknya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Kepada seluruh pegawai kontrak agar melaporkan masalah yang mereka hadapi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bireuen.
Disarankan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pengawasan dan teguran terhadap rumah sakit yang belum
mengikutsertakan pegawai kontraknya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
